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	STATUS DOKUMEN: RANCANGAN TEKNIS — BUKAN PRODUK HUKUM RESMI
Dokumen ini adalah bahan usulan teknis untuk mempercepat proses formal, bukan pengganti proses formal itu sendiri. Sebelum berkekuatan hukum, rancangan ini wajib melalui: (1) harmonisasi oleh Biro Hukum lembaga terkait, (2) pengecekan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, (3) sesuai jenisnya, konsultasi publik dan/atau pembahasan lintas-kementerian, dan (4) pengundangan resmi. Ketentuan sanksi di dalamnya dibatasi pada kewenangan administratif yang sesuai dengan jenis dan jenjang lembaga penerbit; sanksi pidana hanya dapat diatur oleh undang-undang.


DOKUMEN 2.5 — UNTUK: KEMENTERIAN KESEHATAN (TIM KAJIAN)
Bahan Usulan Teknis — Pelengkap Hasil Audit Kecukupan, Juni 2026
Kerangka Acuan Kerja (TOR): Kajian Kebijakan Pembatasan Jumlah Surat Izin Praktik
Ruang Lingkup Kajian
Tujuan: Memberikan dasar bukti (evidence base) yang memadai sebelum kebijakan pembatasan SIP (Dokumen 2.1 Pasal 3) ditetapkan, mengingat ini adalah klaster dengan kelayakan politik terendah dalam keseluruhan dokumen (lihat Laporan Audit Kelayakan Bagian 3).
Langkah konkret:
1. Memetakan distribusi kepemilikan SIP ganda/rangkap secara nasional per spesialisasi dan per wilayah, untuk mengidentifikasi spesialisasi dan wilayah dengan konsentrasi tertinggi.
2. Menganalisis dampak kuantitatif terhadap akses masyarakat apabila jumlah SIP dibatasi pada angka tertentu (simulasi 2 SIP, 3 SIP per dokter), termasuk estimasi jumlah slot praktik yang akan terbuka bagi dokter baru.
3. Melakukan konsultasi tertulis dengan IDI dan Kolegium terkait sebagai bagian formal kajian (sebagaimana diatur dalam Dokumen 2.4), bukan sekadar pemberitahuan kebijakan yang sudah final.
4. Mengkaji opsi mitigasi transisi (misalnya: pembatasan hanya berlaku untuk penerbitan SIP baru, tidak menarik SIP yang sudah ada) untuk mengurangi resistensi politik tanpa menghilangkan tujuan kebijakan.
5. Menyusun rekomendasi akhir dengan sekurang-kurangnya dua opsi kebijakan (bukan satu opsi tunggal), masing-masing dengan analisis dampak dan tingkat resistensi yang diperkirakan.
Penanggung jawab: Tim Kajian gabungan Kementerian Kesehatan (koordinator), dengan keterlibatan tertulis IDI dan Kolegium
Target waktu: Kajian dimulai paralel dengan penyusunan Dokumen 2.1, selesai paling lambat 12 bulan (sesuai Pasal 3 ayat 2 Dokumen 2.1)
Indikator: Tersedianya naskah kajian dengan sekurang-kurangnya dua opsi kebijakan dan dokumentasi konsultasi tertulis IDI/Kolegium
Halaman  dari 
